ACARA

PERDATA

Tim Penulis:
Rumawi - Christina Bagenda - Firzhal Arzhi Jiwantara - Ade Darmawan Basri
Rasdiana - Yusep Mulyana - Barzah Latupono - Setiyo Utomo - Dwi Edi Wibowo
Ronald Saija - Ince Aprianti - Agus Prihartono & Fatkhul Muin - Sakirah - Silfy Maidianti




HUKUM
ACARA
PERDATA

Tim Penulis:
Rumawi - Christina Bagenda - Firzhal Arzhi Jiwantara - Ade Darmawan Basri
Rasdiana - Yusep Mulyana - Barzah Latupono - Setiyo Utomo - Dwi Edi Wibowo
Ronald Saija - Ince Aprianti - Agus Prihartono & Fatkhul Muin - Sakirah - Silfy Maidianti

Owidine



HUKUM ACARA PERDATA

Tim Penulis:
Rumawi, Christina Bagenda, Firzhal Arzhi Jiwantara, Ade Darmawan Basri,
Rasdiana, Yusep Mulyana, Barzah Latupono, Setiyo Utomo, Dwi Edi Wibowo,
Ronald Saija, Ince Aprianti, Agus Prihartono & Fatkhul Muin, Sakirah, Silfy Maidianti.

Desain Cover:
Usman Taufik

Tata Letak:
Aji Abdullatif R

Proofreader:
N. Rismawati

ISBN:
978-623-6092-75-0

Cetakan Pertama:
Juli, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina



PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata” telah
selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat
memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa
saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Acara
Perdata.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya
kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan
senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari
para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai
bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.

Juli, 2021

Tim Penulis
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TINJAUAN UMUM
HUKUM ACARA PERDATA

Rumawi, S.H.l., M.H
Institut Agama Islam Negeri (I1AIN) Jember

A. PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan mekanisme penyelesaian sengketa
para subjek hukum dalam hal keperdataan. Pada bab ini membahas
pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata. Untuk
itu perlu memperhatikan tujuan yang menjadi acuan penyusunan seluruh
bab dalam ini. Adapun pada bab ke satu ini akan disajikan materi
mengenai pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan asas hukum acara
perdata. Bab ini merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan bab yang
sebagai pijakan dari pembaca dalam hal menuntaskan kegiatan membaca
yang pada akhirnya diharapkan mampu menganalisis pengertian, sifat,
sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata.

Pembahasan bab ini mencakup pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan
asas hukum acara perdata. Secara umum, setelah mempelajari bab ini
pembaca diharapkan mampu menganalisis pengertian, sejarah, sumber,
dan asas hukum acara perdata. Sedangkan secara khusus, setelah
mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat menganalisis:
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SUSUNAN BADAN PERADILAN DAN
KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA

Christina Bagenda, S.H., M.H
Universitas Flores Ende- Flores NTT

A. PENDAHULUAN

Lembaga pengadilan di alam merdeka ini tidak hanya sekedar
menunjukkan model-model badan peradilan yang cenderung memihak
dan kurang objektif, melainkan juga sebagai bukti bahwa negara Indonesia
telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum,
yakni dengan adanya badan-badan peradilan yang bebas dari campur
tangan kekuasaan lain. Dan yang lebih penting lagi dengan kehadiran
badan-badan peradilan tersebut untuk mengawasi dan melaksanakan
norma-norma hukum untuk supremasi hukum vyang berkeadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia
(UUD RI) 1945.

Proses berperkara melalui pengadilan dapat memakan waktu yang
lama karena akan melalui empat tahapan dalam pengadilan yaitu Tahap
Pertama Pengadilan Negeri, Tahap kedua Pengadilan Tinggi untuk tingkat
Bandingnya dan ketiga tahap Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi serta
Peninjauan kembali. Di Indonesia terdapat lima macam Badan/Lembaga
Peradilan, lima macam itu adalah sebagai berikut: (1) pengadilan Umum
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KUASA DAN SURAT KUASA

Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H
Universitas Muhammadiyah Mataram

A. PENDAHULUAN

Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, apabila seseorang ingin
mengajukan suatu gugatan perdata di pengadilan negeri mengenai
permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi dalam
perjanjian atau pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
seseorang atau badan hukum terhadap dirinya, dan dia bermaksud
menunjuk seorang atau lebih advokat sebagai penerima kuasanya dalam
mewakili dan/atau memberikan bantuan hukum pada proses pemeriksaan
perkara di persidangan, maka orang tersebut harus memberikan kuasa
kepada advokat yang ditunjuk dalam bentuk Surat Kuasa Khusus yang
dibuat dan ditandatangani serta diperuntukkan khusus untuk itu. Hal
pemberian Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus yang demikian ini, berlaku
pula bagi pihak yang digugat oleh pihak lain, yang pada akhirnya diwakili
oleh seorang advokat sebagai penerima kuasa.

Oleh karena itu banyak sekali yang kurang memahami tentang surat
kuasa. Padahal surat kuasa sangatlah penting dalam lembaga-lembaga,
baik lembaga peradilan dan lembaga hukum.
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GUGATAN

Ade Darmawan Basri, S.H., M.H
UIN Alauddin Makassar

A. PENDAHULUAN

Membuat sebuah gugatan itu digunakan untuk menuntut suatu hak
terhadap seseorang yang memiliki kepentingan mengenai hal menyangkut
dengan haknya. Tidaklah mudah dalam membuat sebuah gugatan
khususnya gugatan perdata, gugatan dapat dikatakan gampang-gampang
susah atau gampang-gampang sukar. Akan dapat dikatakan mudah atau
gampang jikalau pembuat gugatan adalah seorang yang telah ahli dan
pengalaman tentunya, akan tetapi akan sukar bagi mereka yang awam
atau bukanlah ahlinya dalam bidang tersebut. Jangankan untuk orang yang
awam dibidang hukum, para sarjana hukum yang notabene dalam
pekerjaan sehari-hari seorang Advokat pun sering kali masih mengalami
kesulitan dalam membuat sebuah gugatan untuk kepentingan kliennya.

Gugatan merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai
orang lain atau yang dilanggar orang lain, melalui pengadilan. Dalam
hukum acara perdata tidaklah dimuat mengenai ketentuan dalam
membuat sebuah gugatan, terkecuali memuat mengenai sedikitnya
tentang tata cara membuat gugatan dan teori tentang beracara di dalam
Pengadilan.



TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan beberapa jenis dari Gugatan? Jelaskan!

2. Tuliskan analisa anda mengapa Gugatan Sederhana berbeda dengan
Gugatan Biasa pada umumnya?

3. Jelaskan persamaan dari jenis-jenis Gugatan yang anda ketahui?

4. Jelaskan Analisa anda mengapa diperlukan suatu gugatan?

5. Apakah dengan melakukan gugatan maka akan menciptakan Keadilan
untuk Para Pihak?
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MEDIASI DALAM
HUKUM ACARA PERDATA

Rasdiana, S.H.l., M.H
Umi Makassar

A. PENDAHULUAN

Mediasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak
pengadilan agar dapat mengurangi penumpukan perkara yang terdapat di
Pengadilan, khususnya dalam bidang Perdata. Mediasi sendiri bukanlah
hal baru untuk diketahui, sebab keberadaan mediasi ini sendiri sudah ada
sejak dahulu dan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk
menyelesaikan perkara diantara kedua belah pihak. Biasanya mediasi ini
dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang
dipandang layak menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Istilah mediasi sendiri pertama kali muncul di Amerika Serikat pada
tahun 1970-an. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Robert D.
Benjamin, Director of Mediation and Conflict Management Service in St.
Louis Missouri. la menyatakan bahwa mediasi ini baru terkenal pada tahun
1970-an, dan secara formal digunakan dalam proses Alternatif Dispute
Resolution/ADR di California. ADR merupakan istilah yang pertama kali
muncul di Amerika Serikat yang merupakan jawaban atas ketidakpuasan
(dissatisfaction) yang muncul di masyarakat Amerika serikat terhadap
sistem Pengadilan. Ketidakpuasan ini bersumber pada persoalan-



DAFTAR PUSTAKA

Bibliography

Abbas, P. D. (2009). Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan
Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media group.

Abbas, P. D. (2009). Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan
Hukum Nasional. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Abbas, P. D. (2011). Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan
Hukum Nasional . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Abbas, P. S. (2009 ). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan
Hukum Nasional. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Bahasa, T. p. (1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta
Depertemen Pendidikan dan Kebudyaan.

ELIPS, T. P. (1997). Kamus Hukum Ekonomi ELIPS . Jakarta : ELIPS Project.

Folger, R. A. (2005). The Promise of Mediation: Transformative approch to
conflict. USA: Willey.

Goodpaster, G. (1993). Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman
Negosiasi dab Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi. Jakarta :
ELIPS.

Haley, j. M. (1995). Alternative Dispute Resolution (ADR). USA: West
Publishing Co.

Moore, C. W. (1995). Mediasi Lingkungan . Jakarta : Center For
Enviromental Law and CDR Associates.

RI, K. B. (2008 ). PERMA NO. 1 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama .
Jakarta : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

S.H., R. U. (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Santosa, M. A. (1995). Alternative Dispute Resolution (ADR) di bidang
Lingkungan Hidup. Forum Dialog Tentang Alternative Dispute
Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum
Depertemen Kehakiman dan The Asia Foundation (p. 1). Jakarta:
Depertemen Kehakiman dan The Asia Foundation.

Mediasi dalam Hukum Acara Perdata | 87



Santosa, M. A. (1995). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Secara Komprontatif (Alternative Dispute Resolution (ADR).
Indonesia Center For Enviromental Law (p. 1). Jakarta : -.

Sumartono, G. (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.

88 | Hukum Acara Perdata



PENERAPAN HUKUM OBIJEK
SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN
TERHADAP HAK TANGGUNGAN

Dr. Yusep Mulyana, S.H., M.H
Universitas Pasundan Bandung (UNPAS)

A. PENDAHULUAN

Tanah berperan sebagai domisili dan kegiatan manusia. Begitu
urgennya tanah, maka setiap individu menginginkan untuk memiliki tanah.
Kepemilikan hak atas tanah dapat terjadi karena jual beli, hibah, tukar
menukar, dan wasiat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak ada kata yang
menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian
dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk
memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah,
tukar menukar, hibah wasiat. Jadi, dalam Pasal hanya disebutkan kata
"dialihkan", termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pengalihan
hak atas tanah.’

® Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta,
2008, him. 76



TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimana pengaturan hukum Peletakan Hak Tanggungan oleh
kreditur terhadap jaminan kredit debitur ?

2. Bagaimana kekuatan hukum sita jaminan yang ditetapkan sah dan
berharga oleh pengadilan atas objek sita jaminan yang sudah dibebani
hak tanggungan ?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur pemegang hak
tanggungan sebagai bentuk perlindungan hukum baginya terhadap
perampasan benda jaminan yang dilakukan negara?

4. Bagaimana upaya litigasi yang bisa dilakukan kreditur pemegang hak
tanggungan?

5. Bagaimana kreditur pemegang hak tanggungan melakukan upaya
diluar pengadilan (non litigasi)?
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JAWAB MENJAWAB
DALAM PERSIDANGAN

Dr. Barzah Latupono, S.H., M.H
Universitas Pattimura-Ambon

A. PENDAHULUAN

Dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan terdapat
beberapa acara pemeriksaan dimuka hakim, diantaranya pengajuan
gugatan oleh penggugat, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya kalau
tidak ada perdamaian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh
penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan jawaban tergugat.
Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan jawab menjawab antara kedua
belah pihak merupakan hal yang penting. jawaban ini sangat penting bagi
tergugat, karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus
menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah
tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan
posisinya.

Pada tahap jawaban ini, pihak tergugat diberi kesempatan untuk
membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat
melalui hakim. mulai dari eksepsi atau bantahan yang tidak langsung
terhadap pokok perkara, maupun bantahan terhadap pokok perkara
sampai pada gugatan rekonvensi kemudian dilanjutkan dengan replik dan
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PEMBUKTIAN

Setiyo Utomo, S.H., M.Kn
Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur

A. PENDAHULUAN

Pembuktian dalam hukum acara perdata dijelaskan pada pasal 163
HIR/283 RBG sebagaimana menjelaskan bahwa barang siapa yang
mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, maka dia harus
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Keberadaan
pembuktian dengan adanya rumusan norma tersebut paralel dengan asas
actori incumbit prabotio. Pada penjelasan ini juga memberikan suatu
penyataan bahwa yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku
mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang
menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya sebagaimana
dalam hukum acara perdata dikenal dengan pembuktian. Pengertian dari
pembuktian adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang
kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan
dalam suatu persengketaan di persidangan. Dalam hukum acara perdata
pembuktian dibagi dua kategori yaitu hukum pembuktian materiil dan
hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil yaitu mengatur
tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di
persidangan serta mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu alat
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PUTUSAN

Dwi Edi Wibowo, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Pengertian Sudikno Mertokusumo (1982: 167), mendefinisikan vonis
hakim sebagai suatu pernyataan hakim, selaku pejabat negara yang diberi
wewenang buat itu, diucapkan di sidang serta bertujuan buat mengakhiri
ataupun menuntaskan sesuatu masalah ataupun sengketa antara para
pihak. Vonis hakim wajib diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum. Vonis hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang
dituangkan dalam wujud tertulis, yaitu akta otentik.

Tujuan Instruksional: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis
Pengertian Putusan, Macam-macam Keputusan Hakim, Susunan Isi
Putusan Hakim, Kekuatan Putusan Hakim

A. PENGERTIAN PUTUSAN

Bersumber pada syarat yang ada dalam Undang-Undang Nomor. 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ditemui penafsiran
ataupun batas terhadap vonis hakim. Ketentuan-ketentuan ini pada
dasarnya cuma memastikan hal-hal yang wajib dilansir oleh vonis hakim,
tetapi dalam penerapannya ada sebagian doktrin serta pemikiran teoritis
dari para pakar hukum tentang penafsiran vonis hakim, antara lain:
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UPAYA HUKUM

Dr. Ronald Saija, S.H., M.H
Universitas Pattimura

A. PENGERTIAN UPAYA HUKUM

Dalam suatu proses penyelesaian perkara di peradilan umum, para
pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim
yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya, setiap
putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur
keadilan dan kebenaran karena pada hakikatnya hakim juga merupakan
seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam
memutus dan memihak salah satu pihak. “Berdasarkan hal tersebut
undang-undang memberi suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas
terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan
perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah atau
memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.”

Berdasarkan pengertian diatas, upaya hukum merupakan upaya yang
diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum
dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi
pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap tidak
sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak memenuhi rasa keadilan
demi mencegah kekeliruan dalam suatu putusan.
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A. ABSTRAK

Setiap keputusan telah masuk dalam ranah pengadilan harus
secepatnya diproses oleh hakim agar tercipta peradilan bagi para
pencarinya. Setiap keputusan yang diambil oleh para hakim memiliki unsur
kekuatan hukum secara permanen (inkracht van gewijsde). Dalam
prosesnya, peradilan hukum acara perdata melalui tahapan mekanisme
dan beberapa eksekusi berkelanjutan sesudah ditetapkannya keputusan
yang berlandaskan keadilan yang ditetapkan oleh hakim. Proses ini harus
berlandaskan kebebasan dalam setiap intervensi dari berbagai pihak
terkait. Proses ini, (kebebasan hakim) dalam perkara hukum perdata
termaktub dalam UU, yaitu pada pasal 24 perubahan ke 3 UUD 1945 dan
selanjutnya dicantumkan dalam ketentuan umum UU 48/2009 mengenai
kekuasaan kehakiman (pasal 1 angka 1). Pada hukum acara perdata, setiap
eksekusi adalah tindakan pemaksaan yang dibuat oleh ketua pengadilan
terhadap kubu yang lemah/kalah dan tidak setuju terhadap keharusan
pelaksanaan putusan yang dijalankan secara individu (keinginan masing-
masing). Dalam prosesnya, perjalanan eksekusi data hanya diterapkan saat
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Universitas Sultan Ageng Tirtyasa Serang-Banten

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dalam lintas kehidupan manusia merupakan
bagian dari fenomena bahwa hukum bersifat sangat dinamis. Pola
perubahan dalam hukum tentu akan dipengaruhi oleh perilaku-perilaku
masyarakat atau komunitas tersebut yang pada hakikatnya bersepakat
untuk menciptakan sistem hukum baik dalam ranah hukum private atau
hukum public. Dimensi hukum tentu tidak hanya berubah dalam ruang
dan letak (hukum Amerika, hukum Belgia dan hukum Indonesia, misalnya),
tetapi juga dalam lintasan kala dan waktu, sehingga disebut sebagai
kedinamisan suatu hukum. Seperti sumber-sumber hukum formil, yakni
bentuk-bentuk penampakan diri norma-norma hukum, maupun isi norma-
norma hukum itu sendiri (sumber-sumber hukum materil). Sebagai
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Bagaimana Perkembangan Hukum dalam Sejarah Hukum di Indonesia?
Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata?

Jelaskan sumber-sumber hukum acara perdata?

Jelaskan syarat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 8 Rv?
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ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA

Sakirah, S.H., M.H
STAI DDI Pangkep

A. PENGANTAR

Arbitrase berasal dari bahasa latin, arbitrase yang berarti kekuasaan
untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya
arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah satu kesan
seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam
menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum
lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada
kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis
tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim
atau pengadilan. (Prof.R.Subekti, 1981)

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah
proses penyelesaian sengketa litigasi di pengadilan. Proses litigasi
cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang kalah dan
menang (win-lose), tidak responsif, membuang banyak waktu dalam
proses berperkaranya (time consuming), dan terbuka untuk umum.
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PEMERIKSAAN GUGATAN
DI PERSIDANGAN

Silfy Maidianti, S.H., M.H
Universitas Sjakhyakirti

A. PENDAFTARAN DAN PANGGILAN

Sesuai asas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan
dilakukan oleh Penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan
penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan
negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang
bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya
perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”.

Pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan
Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim
pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan
tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah
pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan,
disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan
membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan (Ps. 145 RBg /
Ps. 121 ayat (1) HIR). Adapun Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata
Gugatan/Permohonan yaitu sebagai berikut.
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